PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

KECAMATAN DOKO
Jalan Abdul Salam No. 09 Kode Pos 66186

e-mail : kec-doko@blitarkab.go.id / website : www.kec-doko.blitarkab.go.id

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN CAMAT DOKO

NOMOR : 060.06.02/2/KPTS/409.46.1/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGAN KECAMATAN DOKO
TAHUN 2025 - 2029

CAMAT DOKO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan
Pasal 4 Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022
tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Blitar Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator
Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Doko Kabupaten
Blitar;

bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana
dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Keputusan Camat Doko.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Pasal 117 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1.04, Tambahan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara



10.

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahu 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614,
Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama; tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)



Menetapkan

kesatu

kedua

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor
10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar
Nomor 17);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025
tentang rencana Pembangunann Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2025 - 2029

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kecamatan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI
LINGKUNGAN KECAMATAN DOKO TAHUN 2025 - 2029
Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Doko
Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh
Kecamatan Doko Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana
kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.



ketiga

keempat

kelima

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam
bentuk Keputusan Camat Doko Kabupaten Blitar.

Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila
terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  Doko
pada tanggal : 16 Januari 2026

CAMAT DOKO,

\_ASBIR MUHARE, SE
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197203031995031002
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